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Aparal penegak hukum merupaian alal Kekoasoan bagd negara dalam pelaksanaan
peregakan hukum, bererieniasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
vaitu Kitab [ndang-Undang Hubwn Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-
undangan di luar KUHAP vang mengandung kelentuan acara yang menyimpang.
I antara tindakan terscbut adalabh melakukan tembakan peringatan terhadap
pelake tindak pidana yvang akan melarikan diri atae membahavakan masyvaraka
lain, serta aparal penegak hukum Khususmva penyidik Polrl. Yang  menjadi
permasalaban di sini oadalabh mengapa  penvidik mengambil kebijakan  untek
melakukan tembakan peringatan terhadap pelaku tindak pidana, bagaimana kaitan
antara tembakan peringatan dengan asas praduga tak bersalah, dan apa kendala
vang terjadi dalam pelaksanaan tembakan peringatan terhadap pelaku tindak
pidana dan bagamana permasalabannya, Metode penclitian yang penulis pakai
dalam menyelesaikan  permasalahan tersebut adalab metode penelitian yuridis
sosiologis vaitu  peoulis membabas  persturan dan teori yang relevan dan
menghubungkannya clenpgan kenyalzan atzu kebijakan  tembakan  peringatan
terhadap pelaku tindak pidana oleh penvidik. Adspun data-data vang diperlukan
yaitu berupa data primer, dats sckunder dan data tertier, vang penulis dapatkan
melalui penchitian  lapangan  dengan menppunakan teknit Non Probabilin
Sampling vaitu sampel ditctapkan sendiri olel penelili dengan pertimbangan
tertentu.  Berdasarkan hasil penelitian, diketahui balwwa penyidik melakukan
diskresi {lermbakan peringatan) atas pertmbanpan yang sangat perlu dan
mendesak, untuk kepentingan masyarakat yang lebih was karena tidak ada upaya
fain. Apabila dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah, maka penyidik masin
memakai asas praduga 1ak bersalab  sebapsi bentuk perlindungan techadap hak-
bak tersangka sebelom melakukan tembakan yang bersifat melumpuhkan. Selain
ity,  tembakan  peringatam  dilakukan  dalam simasi ovang bersife tidak
menguniungkan  vang dapat menimbulkan kerugisn berupa kerugian materi dan
pon maters. Oleh zebab i, Kepolisian meounjuk petugas yang terlatih dan
profesional dalam melakukan penembakan.



BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Permasalaban

Sehagaimana diketohie aparat pencpak bukem meropakan zlar Kekoasaan
bagi nepars dalam pelaksanzan penegakan hukum. Untak mclaksanakan Tungs
dan wewenang tersehul harus beromientast pada peraturan perundang-undanzan
vang berlaku, vaitu Kitab Undang-Undang Flukum Acara Pldana (KUHAPY dan
perundang-undangan di Juar KUHAP vang mengandung ketenfuan acara vang
menyimpang,

Dengan disahkannya Undang-undang Mo, 8 Tahun 1981 tentang Kifab
Undang- Undang Hukum acars Pudapa (KUHAPY menyebabkan  perubahan
fundamental di dalam sistem peradilan pidana juga perubaban fandamental di
dalam sistem ]:-n:nyiuli}:;m.'

Sejak twhun 1981 tersebul inelaibah tongeak sejarab baro di dalam hukum
acara pidana menggantikan hukum scara lama vaitu HIR. Yarp oleh sementara
pihak KUHAP imi disebut sehagan karva apung dari pemerintahan orde baru,
pamun perlu dinfi kebenarannya melalur penerapan secara nvata oleh aparat
penepak hukum,

Perubahan sistem peradilan vang dianut Undang-umlang tersebut, sudah barang

tentu mengakibatkan adanya perubahan dalam sistem penyvidikan

Cjoko Prakoso, foled Sebogroe Cemedik halam Penepoakan Hukem, T Bina Aksara,
Jakaria,
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vang menuniet peningkatan personal, peralatan, dana dan sarana-sarana lamnya
baik kuantitztil maupun kualitatilf, guna kepentingan pelaksanaan tugas reserse
vang mengembang fungsi penvidikan berdasarkan KUAP?  Selain itu polisi
harus menangani dan mengontral kriminal secara efekof, cepat, terbuka dan
manusiawi dan tanpa pandang bulu depgan cara meningkatkan profesionalisme
Kepolisian dalam kidang hukum yvang berkattan dengan penegakan hukum,

Dalam pencgakan bukum terscbut, Polri berusaha sebuik-baiknya agar
peraturan-peraturen hukum vang telah dwiptakan oleh pihak yang berweneng
dapat diterapkan atau dilaksimakan dengan baik, schingpa kondisi masyarakal
dapat aman dan tertib serta dihormatinya hak-hak masvarakal yang seharusnya
dilindungi. Penegakan hukum vang dilaksanakan oleh Polri merupakan penegakan
hukum vang sesuai dengan kewenanpannva sebagai komponen dalam “Sistem
Peradilan Pidana™ Criminad Justice Svstemy.

i antara tindakan terschut adalabh melakukan “tembakan puringzl.l:;-m":"
terhadap tersangka vang akan melarikan diel ataw membahavakan diri aparat
peegak hukum khosusaya Polrl. Tindakan tersebut dilegalkan dalam Kepolisian
tetapi dinilai kontroversial oleh masvarakat karena tindakan tersebut seringkal
menimbulkan bavanzan tenlang suatu perbuatan vang menvangkut hak asase dan
penerapan asas praduga tak bersalab vang berlaku dalam KUHAP. Tetapi
pencrapan hukuwm acara pidans yang mengandung unsur kemanusiaan bukanlah

pekerjaan vang mudah bagi petugas penegak hukom.

" Ibid
Tanda petik ind merupukin 5tlsh praktis dart pihak Kepolisian
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A, Wesimpulan

Mart wealzn bab schelumnya tentang hasil dan pembabasan vang telah

penulis berikan. dapat penulis ambil kesimpulan selagai berthut:

Aldasan penvidik mengambil Kebiakan tembakan peringatan kepada pelaku
tindak  pidana adalale bahwa penvidhk melakukon diskresi Kepolisian
{tembakan  peringatan)  alas perlimbangan vang sangat perle dan
meendesak, untuk kepentingan musyarakal vang lebih luas karena tidak ada
upaya k.

Apabila tembakan peringatan dikaitkan dengan asas praduga 1ak bersalah
bahwa dalam pelaksansan tembakan peringatan penyidik masih memakal
aspy pradupgs tak bersalah. Hal ini mervpakan bentuk dari tindakan
penyichk  vimg  melindengt hak-hak  tersangka dengan memberikan
termbakan permngatan schelum melakukan embakan vang  bersifal
mielumpuhkan.

Dalam melakukan tembakan peringatan ada berbagal siteast vange tidak
menpentungkan, seperti; petugas melakukan fembakan peringatan dalam
posist mengejar pelaku tundak  pidana. petugas  melakekan tembakan
pernwatan dalkun kondist gelap, pelugas melakukan tembakan peringatan

e mana pelaku tindak pidana berada < tempal kermmatan, petegas dalan

fHd



posist berada di atas kendaraan ataw sehaliknya atau kedua-duanya beruda

di atas kendarazn

1N, =arun

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnyva dan kesimpulan di atas.

penulis memberikan saran sebagai berikut;

I

Diharapkan penyidik mengamibil kebijazan diskrest Kepolisian (lembakan
peringatant terhadap pelaku tindak pidana benar-benar dalem keadaan
vang sangal perle dan mendesak. Sesoai dengan  situast dan kondisi yang
terjadi di lapangan, dengan memperhatikan skala prioritas dan selektilitas
vang menjujung tinggl asas praduga tak bersalah,

Memberikan sanksi yang tegas terhadap penvidik vang tidak melakuokan
tugas dan kewajibannya sesual dengan Lindang-undang, sehingea penyidik
memilih diskresi Kepolision  (tembakan peringatan) haeus lebih tepal
{ pertimbangan yurilis) dan anl { pertimbangan morzl),

Menempatkan penyidik yvang terlatih dan profesional dalam mclakukan

B

penangxapan sehingga dapat menimalisic kerugian akibal berbaga situas

vang tidak menzuntunzkan di lapangan.

17
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